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Uji Konstitusionalitas Perpindahan Ibu Kota, Pemohon Perbaiki Permohonan

Jakarta, 6 Juni 2022 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana tiga perkara Pengujian UU Nomor 8
Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan pada Selasa (7/6), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor
perkara 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022.

Pertama, perkara 58/PUU-XX/2022 diajukan oleh Ketua Kadin Kota Banjarmasin, Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan
Khairiadi. Para Pemohon melakukan uji formil UU Provinsi Kalimantan terhadap UUD 1945. Alasan permohonan yakni tidak
dipenuhinya keterlibatan masyarakat dalam hal perumusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan pada UU
8/2022 sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Para Pemohon berpendapat dalam penentuan
lokasi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan harus didasarkan pada konsep yang jelas dan kajian yang transparan dari aspek
tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik,
sosial budaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan
legitimasi pemerintahan.

Selanjutnya, perkara 59/PUU-XX/2022 dimohonkan oleh Para Pemohon yang sama dengan permohonan yang diregistrasi
dengan nomor perkara sebelumnya, namun dalam permohonan ini fokus uji materiil Pasal 4 UU a quo. Para Pemohon
memandang pasal tersebut bertentangan dari segi historis, sosio-geografis, ekonomi, dan adat. Selain itu, banyaknya
elemen-elemen masyarakat yang telah menolak perpindahan kota tersebut yang membuktikan aspirasi masyarakat tidak
sepenuhnya digunakan sebagai penentuan ibukota.

Terakhir, Pemda Kota Banjarmasin diwakili Walikota Banjarmasin dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya tercatat
sebagai Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022. Para Pemohon mengajukan pengujian formil dan materiil Pasal 4 UU Kalsel.
Pemohon berpendapat bahwa pembentukan UU a quo tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang
berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 serta tanpa melibatkan Pemda Kota Banjarmasin. Sedangkan alasan untuk pengujian
materiil yakni perpindahan ibu kota seharusnya tidak hanya mengganti frasa Banjarmasin menjadi Banjarbaru, pembuat
undang-undang seharusnya memikirkan bagaimana implikasinya pada Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru juga yang
belum siap menerima dan telah merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai Pemerintahan Daerah.

Dalam nasihat Majelis Hakim pada sidang perdana sebelumnya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh mempertanyakan
pada Pemohon Perkara 58/PUU-XX/2022 khususnya Pemohon | atas nama Kadin Kota Banjarmasin terkait dengan
kedudukan hukum pihaknya sebagai wakil organisasi. Berikutnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menekankan posisi cacat
formil dari tahapan pembentukan UU Kalsel ini. Sebab, apabila ada cacat maka harus dijelaskan pertahapan dan
dicantumkan sehingga Mahkamah mengetahui secara terang dan melakukan konfirmasi pada pembuat undang-undang.

Selanjutnya, sehubungan dengan uji materil yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 terhadap UU
Provinsi Kalsel ini, Daniel mempertanyakan norma yang diujikan yakni Pasal 4 UU Kalsel dengan menggunakan beberapa
pasal yang dijadikan batu uji. Sedangkan Manahan meminta agar menjelaskan kerugian konstitusional Pemerintah Kota
Banjarmasin dengan keberadaan UU Provinsi Kalsel. Sedangkan Saldi meminta agar para Pemohon menjabarkan
terminologi perbedaan antara Kota Pemerintahan dengan Ibu Kota Provinsi. (TIR)
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